BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN PENYAMPAIAN
PERUBAHAN KUA SERTA PERUBAHAN PPAS
TAHUN 2025 PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO

JUMAT, 13 JUNI 2025

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati:

Wakil Bupati Wonosobo;

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota
DPRD Kabupaten Wonosobo;

Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif
Kabupaten WWonosobo;

Rekan-rekan pers;
Warga masyarakat WWonosobo di manapun berada; dan
Undangan serta hadirin yang berbahagia.

l1|Bagian Prokompim



Pertama-tama, saya mengajak hadirin yang berbahagia
untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya kepada
kita, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan pada Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Wonosobo, dalam rangka Persetujuan Bersama
Rancangan  Peraturan  Daerah (Raperda) dan
Penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota
Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam
dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ketua,
Panitia Khusus, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten
Wonosobo yang telah melaksanakan pembahasan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2025-20209.

Perlu saya sampaikan, bahwa dalam rangka penetapan
Raperda, masih memerlukan proses evaluasi kepada
Gubernur Jawa Tengah, sebagai salah satu prosedur sebelum
Raperda dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
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Namun demikian, saya yakin Raperda yang telah kita
setujui bersama ini, merupakan salah satu langkah penting
untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesejahteraan
masyarakat, guna menunjang pelaksanaan pemerintahan
serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota
Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat paripurna
DPRD hari ini, perkenankanlah saya, menyampaikan
Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun
2025.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pasal 258 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan
dan mendistribusikan secara merata pendapatan masyarakat,
memperluas kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta
meningkatkan akses kualitas pelayanan publik dan daya
saing daerah.

Pembangunan daerah tersebut merupakan perwujudan
nyata dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah
diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Selanjutnya, pembangunan daerah
dilaksanakan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) secara berkelanjutan setiap
tahunnya.
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Pada saat ini kita memasuki tahapan Perubahan APBD
Tahun 2025 yang diawali dengan pembahasan Perubahan
KUA dan PPAS Tahun 2025. Adapun hal-hal yang menjadi
pertimbangan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
dalam KUA Tahun Anggaran 2025;

b. Penyesuaian sebagai tindak lanjut atas kebijakan
Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan;

c. Kondisi yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

d. Kondisi yang mengharuskan pemanfaatan Sisa Lebih
Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya untuk digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
Tahun Anggaran 2025 antara lain berupa penyesuaian target
pendapatan daerah serta perubahan sumber dan penggunaan
pembiayaan daerah.

Di samping itu, berdasarkan (1) Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, daerah diminta melakukan efisiensi
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belanja APBD Tahun 2025. Hal ini berdampak pada
pengurangan alokasi Transfer ke Daerah sebesar 65 Miliar
507 Juta 536 Ribu Rupiah (2) Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem, yang mengamanatkan daerah untuk melaksanakan
program sekolah rakyat, (3) Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang
menginstruksikan daerah untuk memfasilitasi pembentukan
Koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Penyesuaian-penyesuaian yang berlandaskan pada
peraturan tersebut, mengharuskan untuk melakukan
pergeseran anggaran agar pelaksanaan program-program
prioritas ini dapat terlaksana dengan baik.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota
Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Secara ringkas, perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Tahun 2025 merupakan penyesuaian kebijakan keuangan
daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH:

1. Perubahan Rencana Pendapatan Asli Daerah Tahun
2025 berjumlah 379 Miliar 925 Juta 532 Ribu 651
Rupiah mengalami kenaikan sebesar 9 Miliar 485
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Juta 668 Ribu 609 Rupiah atau 2,56 persen
dibandingkan sebelum perubahan KUA Tahun 2025
sejumlah 370 Miliar 439 Juta 864 Ribu 42 Rupiah

a. Pajak Daerah sejumlah 129 Miliar 500 Juta 911
Ribu Rupiah turun sebesar 12 Miliar 584 Juta
89 Ribu Rupiah atau 8,86 persen dibandingkan
sebelum perubahan KUA Tahun 2025 sejumlah
142 Miliar 85 Juta Rupiah

b. Retribusi Daerah sejumlah 208 Miliar 908 Juta
715 Ribu 767 Rupiah naik sebesar 10 Miliar
782 Juta 62 Ribu 170 Rupiah atau 5,44 persen
dibandingkan sebelum perubahan KUA tahun
2025 sejumlah 198 Miliar 126 Juta 653 Ribu
597 Rupiah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan sejumlah 27 Miliar 804 Juta 572
Ribu 231 Rupiah naik sebesar 2 Miliar 25 Juta
Rupiah atau 7,86 persen dibandingkan sebelum
perubahan KUA Tahun 2025 sejumlah 25 Miliar
779 Juta 572 Ribu 231 Rupiah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sejumlah 13 Miliar 711 Juta 333 Ribu 653
Rupiah naik sebesar 9 Miliar 262 Juta 695
Ribu 439 Rupiahatau 208,21 persen
dibandingkan sebelum perubahan KUA Tahun
2025 sejumlah 4 Miliar 448 Juta 638 Ribu 214
Rupiah.
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2. Pendapatan Transfer

Perubahan rencana pendapatan transfer tahun
2025 berjumlah 1 Triliun 609 Miliar 957 Juta 970
Ribu 64 Rupiah mengalami penurunan sebesar 41
Miliar 762 Juta 140 Ribu 936 Rupiah atau 2,53
persen dibandingkan sebelum perubahan KUA Tahun
2025 sejumlah 1 Triliun 651 Miliar 720 Juta 111
Ribu Rupiah terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
1 Triliun 471 Miliar 829 Juta 317 Ribu
Rupiah turun sebesar 64 Miliar 978 Juta 576
Ribu Rupiah atau 4,23 persen dibandingkan
sebelum perubahan KUA Tahun 2025 sejumlah
1 Miliar 536 Juta 807 Ribu 893 Rupiah
meliputi
e Dana Bagi Hasil tetap sejumlah 42 Miliar

795 Juta 707 Ribu Rupiah.

e Dana Alokasi Umum sejumlah 843 Miliar
694 Juta 143 Ribu Rupiah turun sebesar 36
Miliar 454 Juta 958 Ribu Rupiah atau 4,14
persen dibandingkan sebelum perubahan
KUA Tahun 2025 sejumlah 880 Miliar 149
Juta 101 Ribu Rupiah.

e Dana Alokasi Khusus sejumlah 349 Miliar
399 Juta 258 Ribu Rupiah menurun sebesar
28 Miliar 523 Juta 618 Ribu Rupiah atau
7,55 persen dibandingkan sebelum perubahan
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KUA Tahun 2025 sejumlah 377 Miliar 922
Juta 876 Ribu Rupiah.

e Dana Desa tetap sebesar 235 Miliar 940 Juta

209 Ribu Rupiah
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah 138

Miliar 128 Juta 653 Ribu 64 Rupiah naik

sebesar 23 Miliar 216 Juta 435 Ribu 64

Rupiah atau 20,20 persen dibandingkan sebelum

perubahan KUA Tahun 2025 sejumlah 114

Miliar 912 Juta 218 Ribu Rupiah meliputi

e Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada
Kabupaten/Kota sejumlah 96 Miliar 274 Juta
653 Ribu 64 Rupiah naik sebesar 12 Miliar
607 Juta 985 Ribu 64 Rupiah atau 15,07
persen dibandingkan sebelum perubahan
KUA Tahun 2025 sejumlah 83 Miliar 666
Juta 668 Ribu Rupiah.

e Bantuan Keuangan Provinsi sejumlah 41
Miliar 854 Juta Rupiah naik sebesar 10
Miliar 608 Juta 450 Ribu Rupiah atau 33,95
persen dibandingkan sebelum perubahan
KUA Tahun 2025 sejumlah 31 Miliar 245
Juta 550 Ribu Rupiah.

3. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan
hibah tetap sejumlah 786 Juta Rupiah.
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Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil
evaluasi terhadap realisasi pendapatan hingga bulan
Mei Tahun 2025, terdapat indikasi bahwa beberapa
pos pendapatan berpotensi tidak mencapai target
yang telah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran.

II. BELANJA DAERAH:

Belanja  Daerah  Kabupaten  Wonosobo
diproyeksikan mengalami kenaikan. Belanja Daerah
pada Tahun 2025 setelah perubahan KUA
direncanakan sebesar 2 Triliun 49 Miliar 376 Juta
447 Ribu 544 Rupiah turun sebesar 17 Miliar 517
Juta 898 Ribu 631 Rupiah atau 0,85 persen
dibanding sebelum perubahan KUA Tahun 2025 yaitu
2 Triliun 66 Miliar 894 Juta 346 Ribu 175 Rupiah,
terdiri dari :

e Belanja operasi sejumlah 1 Triliun 465 Miliar

34 Juta 760 Ribu 648 Rupiah menurun sebesar

18 Miliar 81 Juta 23 Ribu 479 Rupiah atau

1,22 persen dibandingkan sebelum perubahan

KUA Tahun 2025 sejumlah 1 Triliun 483

Miliar 115 Juta 784 Ribu 127 Rupiah

e Belanja modal sejumlah 207 Miliar 936 Juta

650 Ribu 296 Rupiah meningkat sebesar 4

Miliar 288 Juta 124 Ribu 848 Rupiah atau

2,11 persen dibandingkan sebelum perubahan

KUA Tahun 2025 sejumlah 203 Miliar 648 Juta
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525 Ribu 448 Rupiah

e Belanja Tidak Terduga sejumlah 3 Miliar 450
Juta Rupiah menurun sebesar 2 Miliar 50 Juta
Rupiah atau 37,27 persen dibandingkan sebelum
perubahan KUA Tahun 2025 sejumlah 5 Miliar
500 Juta Rupiah; dan

e Belanja Transfer sejumlah 372 Miliar 955 Juta
36 Ribu 600 Rupiah mengalami penurunan
sebesar 1 Miliar 675 Juta Rupiah atau 0,45
persen dibandingkan sebelum perubahan KUA
Tahun 2025 sejumlah 374 Miliar 630 Juta 36
Ribu 600 Rupiah.

Dengan komposisi pendapatan dan belanja
daerah tersebut terdapat defisit anggaran sebesar 58
Miliar 706 Juta 944 Ribu 829 Rupiah yang
direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto
daerah.

PEMBIAYAAN DAERAH:

Pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2025
yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran
meliputi penerimaan pembiayaan sebesar 58 Miliar
706 Juta 944 Ribu 829 Rupiah yang bersumber dari
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebesar 33 Miliar 706 Juta 944 Ribu 829 Rupiah
sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK Audited LKD
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Tahun 2024. Selain itu direncanakan pembiayaan
daerah melalui pinjaman daerah sebesar 25 Miliar
Rupiah.

Pinjaman Daerah tersebut direncanakan akan
digunakan untuk pengadaan tanah yang akan
dipergunakan dalam pembangunan Sekolah Rakyat
sebagai bagian dari dukungan terhadap program
pemerintah pusat.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota
Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 diperlukan
pembahasan dan kesepakatan bersama antara Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan
dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan
hormat dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS Tahun 2025 untuk mohon perkenan dibahas bersama
dan sekaligus mohon kiranya dapat diberikan persetujuan
bersama setelah melalui proses pembahasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridai
upaya kita semua, dan atas segala kekurangan saya mohon
maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian dan terima kasih,
Wabillahittaufig wal hidayah,
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